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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada BAB 

sebelumnya mengenai penegakan hukum terhadap anak pelaku pemerasan, maka 

penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Berdasarkan Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) tentang Pemerasan dan Pengancaman yang dalam kasus 

pemerasan di Bandung dan Wonosobo oleh anak. Dalam kasus 

pertama Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana 

pembinaan 3 (tiga) bulan di LPKA Sukamiskin Bandung sedangkan 

dalam kasus kedua Hakim menjatuhkan bebas tanpa syarat. Tindakan 

pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tindakan 

seorang anak yang secara yuridis melakukan perbuatan-perbuatan yang 

melanggar hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sedangkan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang 

bebas tanpa syarat adalah berkewajiban untuk melapor secara periodik 

kepada pembimbing kemasyarakatan didasarkan pada penjelasan Pasal 

73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak 
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2. Upaya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pemerasan yang 

dilakukan oleh anak yang dihubungkan dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah 

sebagai bentuk pemberian perlindungan terhadap hak-hak anak. 

Bentuk sanksi yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak 

pidana bisa diancam dengan pidana penjara dengan ketentuam ½ dari 

total maksimum pidana orang dewasa hal ini diatur dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Bab V mulai dari Pasal 69 

sampai dengan Pasal 83 tentang pidana dan tindakan. 

Terdapat pula upaya yang tidak terlepas dari sarana penal dan non-

penal. Namun dalam konteks ini lebih menekankan kepada sarana non-

penal yang lebih berorientasi pada upaya pencegahan akan tetapi tidak 

mengabaikan pula saran penal. Upaya pencegahan lebih menekankan 

pada langkah-langkah memberikan edukasi dengan memaksimalkan 

peran seluruh elemen terkait yang terdiri unsur keluarga, masyarakat, 

unsur pemerintah, pendidikan, penegak hukum dan lembaga-lembaga 

anak secara bersama melakukan sinergitas dalam melakukan upaya-

upaya pencegahan diantaranya dengan membangun konsep relasi yang 

baik dan solid antara kepolisian dan pemerintah sebagai dua institusi 

yang berada di garda terdepan dengan membangun kerja sama yang 

baik dalam melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap 

terjadinya kejahatan pemerasan yang melibatkan anak dibawah umur 

sebagi pelaku. 
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran dalam 

penulisan ini, adalah sebagai berikut : 

1. Perlu adanya sosialisasi mengenai tindak kejahatan khususnya tindak 

pidana pemerasan dengan menghubungkan perlindungan hukum dan 

peradilan anak, dengan tujuan supaya seluruh lapisan masyarakat 

mengetahui bahwa adanya pengaturan perlindungan anak dan 

peradilan anak serta perlu adanya kerjasama dalam meningkatkan 

peran aktif dari berbagai pihak, diantaranya keluarga, satuan 

pendidikan, pemerintah, penegak hukum, dan lembaga-lembaga anak 

dalam melakukan kegiatan edukasi, khususnya anak melalui program 

sosialisasi tindak kejahatan pemerasan di berbagai tempat seperti 

contohnya di sekolah tentang bahayanya melakukan kejahatan 

pemerasan. 

2. Perlu membangun konsep relasi yang baik dan solid antara aparat 

kepolisian dan pemerintahan sebagai dua institusi yang berada di garda 

terdepan dengan membangun kerja sama yang baik dalam melakukan 

langkah-langkah pencegahan terhadap terjadinya kejahatan pemerasan 

yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku kejahatan, 

sehingga kepentingan terbaik bagi anak tidak terabaikan. 
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